




A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau 
criminal act. Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, 
yaitu delictum. Dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa 
Jerman serta bahasa Belanda disebut delict. Hukum Pidana Belanda juga 
memakai istilah strafbaar feit.9 Oleh karena Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di 
Indonesia bersumber pada Wetboek van Strafrecht Nederland, maka para 
pembentuk Undang-Undang  menggunakan  istilah  strafbaar  feit  untuk 
menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk 
Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 
mengenai strafbaar feit itu. 
Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang 
masing-masing memiliki arti10 :  
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
                                                          
9Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rankang Education Yogyakarta, 2012), 
hal..19 
10 Ibid, hal 67 
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Strafbaar feit banyak didefinisikan pengertiannya oleh para ahli 
sarjana hukum dengan keseragaman pendapatnya masing-masing, 
seperti11:  
Mulyatno, menerjemahkan istilah Strafbaar feit dengan perbuatan 
pidana. Menurutnya “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya 
suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang 
hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan 
demikian karena “perbuatan pidana” tidak mungkin berupa kelakuan alam, 
karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya 
manusia. 
Wirjono Prodjodikoro, mengartikan Strafbaar feit dengan 
menggunakan istilah”peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi 
dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yaitu dalam Pasal 
14 ayat(1), secara subtantif “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada 
suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia 
maupun oleh gejala alam. 
Menurut Pompe, perkataan Strafbaar feit secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
                                                          
11 Muhamad, Singgih. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi 




pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja 
yang melanggar larangan tersebut. 
Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari 
adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu 
perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara 
lain delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum 
di Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku 
melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada 
menetukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini 
berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) tersebut, yaitu: 
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana 
dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah 
ada”12.  
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur- 
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkn kejadian dalam alam 
                                                          




lahir (dunia)13. Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP 
dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya 
dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif 
dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan 
sebagai berikut. 
Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang 
berasal dan melekat pada dari pelaku termasuk segala sesuatunya yang 
terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana14:  
a.  Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa). 
b.  Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 
yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c.  Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada 
delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain. 
d.  Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte raad seperti yang 
terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana. 
e.  Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari 
pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah15:  
1.  Sifat melawan hukum. 
                                                          
13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hal. 64 
14 Sheila, Masyita. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut 
Terhadap Anak, (Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), hal. 14 
15 Sheila, Masyita, Ibid, hal. 15 
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2.  Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri 
dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP. 
3.  Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu 
penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. 
Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang 
menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. 
Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak 
pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak 
pidana, masalah tersebut adalah16:  
1)  Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana. 
2)  Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana. 
Berdasarkan beberapa unsur yang dijelaskan di atas, penulis mengutip 
bahwa dapat dikatakan unsur dari tindak pidana yakni harus terpenuhi dulu 
unsur objektif dan unsur subjektif baru bisa dikatakan sebagai unsur-unsur 
dalam tindak pidana. 
3. Macam-macam Tindak Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan 
tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku 
Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan 
pelanggaran tindak pidana tersebutt, yakni: Kejahatan dan Pelanggaran, 
dasar perbedaan diantara keduanya didasarkan pada alasan bahwa pada 
                                                          
16 Teguh Prasetyo, 2011, Op.Cit, hal. 53 
 19 
 
kenyataannya adalah di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan 
yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, 
bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang dan juga ada 
perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah 
Undang-Undang menyatakan demikian. 
Apapun alasan perbedaan kejahatan dan pelanggaran, yang pasti 
jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini 
dapatdiketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, 
sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara17.  
Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum 
dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dalam 
tindak tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan 
pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah 
dan menambah Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP)18.  
Delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi 
beberapa macam, yaitu sebagai berikut19:  
Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan 
dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan 
dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah 
                                                          
17 Zainuddin Ali, ibid, hal. .58 
18 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika,2011) hal. 8 
19 Masriani, Yulius Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hal. 63 
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perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil 
barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu 
dengan melawan hukum. 
Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu 
akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus 
pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang 
merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat 
dilakukan dengan bermacam-macam cara. 
Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan 
sengaja dan dengan direncanakan. Pembunuhan biasa dan pembunuhan 
berencana (Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP). 
Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena 
kealpaanya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh pasal 359 KUHP. 
Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan 
pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan 
delik. Contoh pasal mengenai perzinahan atau penghinaan. 
Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan 
kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Contoh pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah. 
B. Penyalahgunaan Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, 
yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya 
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narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang 
kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian 
perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. 
Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah ke obat yang 
membuat penggunanya kecanduan20. Narkotika juga disebut obat untuk 
menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa 
mengantuk atau merangsang seperti opium, ganja21.   
Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu 
bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat 
tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, 
hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan 
timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat 
terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak 
menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya 
penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika 
tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ 
ketergantungan obat (ketagihan)22. 
Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika 
pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama lama 
pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, 
                                                          
20 Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan 
Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), hal. 1 
21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 2000), 
hal. 774 
22 Ibid, hal. 1 
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kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih 
tinggi23.   
Secara Terminologi beberapa pengertian yang terdapat dalam 
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika) 
sebagai berikut: 
1.  Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisentetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini24.  
2.  Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia 
yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan 
dalam table sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini25.   
3.  Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, 
membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak 
langsung melalui ekstraksi atau nonekseraksi dari sumber alami atau 
sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah 
bentuk narkotika. 
                                                          
23 Ibid, hal 1 
24 Darda Syahrizal, Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya (Jakarta Timur: Laskar aksara, 
2013), hal. .2 
25 Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), 
(Jakarta: Rineka Cipta 2012), hal. 2-3 
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4.  Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor 
narkotika ke dalam daerah pabean. 
5.  Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor 
narkotika dari daerah pabean. 
6.  Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak 
atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika 
dan prekursor narkotika. 
7.  Permufakatan jahat adalah perbuatan perbuatan dua orang atau lebih 
yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, 
membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, 
memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi  
kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 
narkotika. 
8.  Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, 
atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, 
informasi, atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon 
atau alat komunikasi elektro lainnya. 
9.  Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu 
kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih 
yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama 
dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana. 
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10.  Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau 
kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 
11.  Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 
narkotika baik secara fisik maupun fsikis. 
12.  Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum. 
13.  Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 
14.  Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 
narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 
masyarakat. 
2. Jenis-jenis Narkotika 
Menurut Pasal 6 Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009, 
narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu: 
1.  Narkotika Golongan 1 
 Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan 
ketergantungan. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya 
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi 
mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya, narkotika 
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golongan I terbagi menjadi dua yaitu narkotika berbentuk tanaman 
dan bukan tanaman. 
2.  Narkotika Golongan II 
 Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai 
pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
3.  Narkotika Golongan III 
 Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak 
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 
Berikut ini adalah beberapa contoh Narkotika Golongan I yang 
biasanya sering kita dengar, antara lain sebagai berikut: 
a. Heroin 
Heroin merupakan salah satu narkoba yang berasal dari bunga opium, 
(sejenis bunga di iklim panas dan kering). Bunga Opium dapat 
menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkoba 
lainnya seperti opium, morfin, dan kodein. Heroin dapat melegakan 
ketegangan syaraf. 
b. Ganja (marihuana) 
Nama lain untuk Ganja yaitu Canabis Sativa, Marihuana atau 
Mariyuana dikenal di Amerika Serikat. Adalah tumbuhan liar biasa 
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layaknya rumput yang tumbuh dimana saja. Namun Ganja tidak 
sembarang tumbuh ditanah. Ganja memerlukan kultur tanah yang 
berbeda dan cuaca wilayah yang mendukung. Di Indonesia Ganja 
banyak terdapat di Aceh. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara 
membuat ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya 
menghisap rokok. 
c. Kokain 
Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi 
sangat cepat. Kokain merupakan alkoid yang didapatkan dari tanaman 
belukar bernama koka (Erythroxylon coca), yang berasal dari Amerika 
Selatan. Biasanya tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh 
penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Koka kemudian 
diolah menjadi kokain, berbentuk Kristal putih dan rasanya pahit. 
Karateristik dari mabuk kokain yang dirasakan pengguna adalah 
euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab), peningkatan 
harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. 
Biasanya para pengguna menggunakan kokain dengan cara membagi 
setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurusdiatas 
permukaan kaca atau alas yang permukaanya datar setelah itu kokain 
kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan26.   
 
 
                                                          
26 Syahrizal darda, Op.cit, hal. 8-9. 
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d. Opium Mentah 
Yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman, 
Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekadar 
untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar 
morfinnya27. 
e. Opium masak terdiri dari: 
1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan 
maksud mengubahnya menjadi suatu esktrak yang cocok untuk 
pemadatan. 
2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 
3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
f. Tanaman koka 
Yaitu, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 
g. Daun Koka 
Yaitu, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 
serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 
Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau 
melalui perubahan kimia. 
                                                          
27 Ibid, hal. 9 
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h. Kokain mentah 
Yaitu, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat 
diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika 
Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat 
dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental 
dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika 
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan 
masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. 
Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 
yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa28.  
Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif 
yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di 
negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini 
terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. 
Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa sanksi, 
seperti sanksi pidana mati , pidana penjara, pidanaa kurungan, maupun 
sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif 29.  
C. Konsep Putusan 
1. Pengertian Putusan Pengadilan 
                                                          
28 Setiyawati, Bahaya Narkoba Jilid 1 (Surakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015), hal. 19 
29 Ibid, hal. 20 
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 Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: 
“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-indang ini”.30 
 Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan 
pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari 
penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan 
berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan 
dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak 
dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan31 Walaupun surat 
dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi 
hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pasa 
Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya”.32 
                                                          
30  Pasal 1 butir 11 KUHAP 
31 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 167.  
32  Pasal 183 KUHAP.  
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 Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk 
menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah: 
1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah. 
2) Adanya keyakinan hakim. 
Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa: 
1) Alat bukti yang sah yaitu: 
a) Keterangan saksi; 
b) Keterangan ahli; 
c) Surat; 
d) Keterangan terdakwa. 
2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
Menurut Andi Hamzah33, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung 
jawab dari seorang hakim, yaitu: 
a) Justisialis hukum 
Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim 
yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (doel 
matigheld) perlu diadilkan. Makna dari hukum (dezin van het recht) 
terletak dalam justisialisasi dari pada hukum. 
b) Penjiwaan hukum 
Dalam berhukum (recht doen) tidak boleh merosot menjadi sesuatu 
adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa 
diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat 
                                                          
33 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 101.  
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hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi 
putusan. 
c) Pengintegrasian hukum 
Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu 
merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu 
putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan 
dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum 
yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan 
kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan 
dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum 
senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (restitution in 
integrum). 
d) Totalitas hukum 
Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam 
keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah 
ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim 
melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai 
kebaikan dan kesucian. 
e) Personalisasi hukum 
Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada 
personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam 
proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara 
adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam 
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personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim 
sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bisa 
memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib 
dipandangnya sebagai kepribadian yang mencari keadilan. 
2. Macam-Macam Putusan Hakim 
Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus 
berpedoman pada regulasi yang berlaku  bagi hakim, diantaranya Undang-
Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya 
memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan 
rasa keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 
10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman 
yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut: 
Pasal 5 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: 
(4) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat; 
(5) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang 
hukum; 
(6) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman 
Hakim. 
Pasal 10 Undang-undang tentang Kekuasaan kehakiman menentukan: 
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(3) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili; 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 
penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 
Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam 
yaitu: 
a) Keputusan pembebasan terdakwa. 
Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang 
membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. 
Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa 
yang disebutkan surat dakwaan sebgaian atau seluruhnya dinyatakan 
oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan 
dianggap tidak terbukti. 
Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 
kesalahan terdakwa atau perbuatan uang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.34 
b) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan 
Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim 
yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, 
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karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam 
surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak 
merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana. 
Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum”. 
Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf 
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa 
melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP;” 
apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang 
disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; 
“apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan 
Undang-Undang”, dan Pasal 51 KUHP; “apabila terdakwa melakukan 
perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”. 
c) Keputusan pemidanaan terdakwa 
Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan 
terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan 
sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam 




Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP 
yang menyatakan: 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana”.35 
3. Pertimbangan Hakim tentang Berat Ringannya Pidana 
 Masalah berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim 
dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat 
menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum. 
Menurut Oemar Seno Adji 36 mengatakan bahwa: 
 “Dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas 
dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. 
Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak 
mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan 
sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman 
tersebut menurut eigen enzicht ataupun eigen goeddunken secara concrete”. 
 Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pemidanaan sudah 
seharusnyalah untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 
Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang 
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dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat 
memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP 
Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori 
toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi 
hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai 
berikut: 
“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian 
harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang 
dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya”.  
 Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? 
Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang 
kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan 
kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang 
merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah 
tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan 
seluasluasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab 
dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah 
memadai.37  
 Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan 
untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan 
asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siding pengadilan dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan hakim 
                                                          
37 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4. Alumni, Bandung, 1986, hal. 47-48.  
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merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya 
untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan 
kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan 
kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyrakat, tetapi lebih 
penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Karena hakim sebagai het lastwoord dalam mekanisme 
penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang pada titik terakhir hakim 
adalah penjaga bagi suara batinnya sendiri, sementara penjaga yang paling 
tinggi bagi hakim yang tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa. 
D. Asas Keadilan 
Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak 
berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak 
sewenang-wenang38. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian 
keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam 
hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang 
memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan 
tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang 
diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. 
Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya 
karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata 
keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. 39  
                                                          
38  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 2001, hal. 517. 
39 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 19 
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Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lainyakni: 
Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.  
1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum 
mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum 
dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini 
terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan 
numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, 
sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa 
yang sudah menjadi haknya. 
2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana 
keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar 
kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, 
melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). 
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada 
pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang 
yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang 
mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi 
(kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan 
keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. 
 Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak 
boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti 
bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”. Maksudnya 
keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil 
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bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah 
mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, 
artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-
kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak 
mungkin yang menjadi bagiannya. 
 Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. 
Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang 
sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata 
mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, 
maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum 
yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah 
tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang 
sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. 
 Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum 
harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan 
melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara 
harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, 
peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, 
jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. 
Itulah arti summum ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah 
ketidakadilan yang tertinggi40. 
                                                          
40 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 
1993, hal. 11 
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 Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan 
konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan 
pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban”. Namun 
harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh 
hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan 
kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat 
berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan 
peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan 
peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum 
perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata 
(prosedural)41.  
 Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. 
Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada 
tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, 
yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya 
di muka hukum (equality before the law)”. Oleh karena itu penekanan yang 
lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus 
mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari 
kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan 
pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan 
yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang 
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tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus 
perkara yang dihadapi. 
